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NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

hahwa Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Daerah pemekaran vang

haru terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 yang

bernjuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang beriman, cerdas,
sehat, sejahtera;

bahwa denganh berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak  Daerah  dan Retribui Daerah, dan  sebagal  Implementasi

pelaksanaannya peciu diatur tersendicl dengan Peraturan Daerah;

nahwa Retribusi Dacrah merupakan salah satu suinber pendapatan dacrah

yang peating giuna membiayal pelaksanaan pemerintahan daerab;

balwa  kehijakan Refribusi Daerzh dilaksanakan berdasarkan prinsip
emaokrasi, pemerataan dan  keadilan, peran serta masyarakat, dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimsana dimaksud dalam huruf a,

huref b, huraf ¢, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Retribusi

Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun (956 tentang Pembentukan Daersh
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lemhbaran Negara Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 437},

Undang-Undang Nomor 33 lahun 2004 tentang Perimbangan Keungan
Antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 4004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4438);

Undang-Undang Npmor 37 Tabun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Padang Lawas Utara Di Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomeor 28 Tehun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah {L.embaran Negdra Tahunn 2009 Nomor 138, Tammbahan
Lembaran Negara Nomor 5048y,



Denpan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalnm Pereturan Doerah ini vang dimaksud dengan:

1.

b

et

Dacrah Otonom, vang selanjutnya Jisebut Daerah, odalah kesatvan masvarakat hukum vang
mempunysi hatas-batas wilavah vang berwenang mengatur dan mengurus urusan pernerintahan
dan kepentirngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintahon Dacrah adufah Penyelenggaraan urusan pemeriptah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyar Dacrahmenunit asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
ntoromt scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943,
Pemerintah Duerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Dacrah Otonom vang lain wcbagm
unsyr peavelengrara Pemerintahan Daerah;

Dewan Derwakilan Rakyat Darerah, wang sclanjutnya disingkeat DPRD, adalah lembaga
nerwakilan rakyvat daerah sebagai unsur penyelengpara Pemerintahan Daerah;

Kenala Daerah adalah Bonari Padane T awas Ttara;

Pejabat adalab Pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
meraturan persadang-undangan;

Peraturan Daerah adalab peraturan perundang-mmdangan vang dibentuk oleh DPRD Kabupaten
Padang i.awas Litara dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Padang Lawas Utara;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modai yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaaditer, perseorangan
lninnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma kangst, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisas] massa, organisasi sosial politik, alaw organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kantrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap;

10. Retribusi Dacrah, yang sclanjumya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai

pembavaran atas jusa atau pemberian {jin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan:

Jasa adelah kcgiatap Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
harang, fasilitas, atau kemanfaatan Jainnya yang dapat dinikmati oleh arang pribadi atau badan;

12, Jasa Umum adalaht jasa yang disediakan atau dibérikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

kepentingun dan kernanfaatan umum serta dapat dinikamati oleh pribadi stau badan;

)3, Jasa usaha adalah jasa vang disediakan olsh Pemerntah Daerah dengan mengamut prinsip-

prinsip komersia) karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

14, Perjinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin

kepada orang pribadi atau badan yang uphuk pembinasan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfeatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atan fasilitas tertentu guna melmdung; kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan;

5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi stau baden yang menurit peraturen perundang-r..ndangan

retrihusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut alen pernotong
retribusi tertentu,
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4. Masa retribust adalab suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi  wajib retribusi

urzuk memanfastian jasa dan perijinan tertenta dan pemenntah daerah vang betsangkutan:

CSurat Seroran Retribusi Daerah, vang selanjuinyva disinckat SSRD, adalah pukts pembayarin

Al ponrciomn relnbusi yvang letah dilakukan dengan mengpunakan formulir atau telah
dilakuban dengan cam tain ke Kas (aerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala
Dacral:;

- Surat Hetetapan Retribust Daerah, yapg selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan

retribual yang menentukan besarnya jumlah pekok retribusi yang terutang;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebib Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalzh

surat ketetapan retribust yang, menentukan jmn}a.h kelcbthan pemnbayaran retribusi karena
jnmlab kredit etribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang vang seharusnya tidak
terutang;

~Surat Tagihan Reuibusi Dacran. vang selanjutnya disingkat STRD adalab surat untuk

melakukan tagthan retribusi dan/atan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan,

dan‘etau bukti yang dilaksanakan sccara objektif dan secara professional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk mengujl kepatuhan pernenuhan kewajiban reribusi dacrah danlatau
untuk twjvan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
porpajakan deemb dan retribust daerah;

Penyidikon tindak pudana dibidang retribusi deerah adalah serangkatan tindakan yang dilakukn
aleh penvidik untuk meneart serta mengumipulkan bukti yang dengan bukti ftu membuat terang
tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABI
RETRIBUSI
Pasal 2

Mok Retnbust adalah:
I Jasa U

b Juse Usahoodan

o, Perizinan Terentu,

Refribusi yang dikenakan karena jasa umum sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digelongkan sebagal retribusi jasa umum;

Retribusi vanz dikenakan atax jasa usaha sebagaimana dumaksud pada ayat (1) huwuf b
digolengkan schagai remibusi jasa usaha; :

Retribusi vang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf ¢
dipolonghan schagai retribust perijinan tertentu.

Bagian Kesétu
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 3

Tenis Retribusi Jasa Umum adalah:

Retribusi Pelavanan Kesehatan;

b Retribosi Pelavanan Persampahan / Kebersihan;

Retribusi Penggalian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnum:

e. Retribusi Pelayanan Pasar;

f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan

u. Retribust Penofahan Limbat: Cair.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Ulmum  ditetapkan dengan
memperhalikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keaditan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
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Pasal 4

(11 Dengan nama Retribusi Pelayanan Keschatan dipungut retnbusi atas pelayanan kesehatan;

(2} Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan
nersampahan [ kebersihan,

{3y Dengan nama Retribusi Penguantian Biays Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil dipung retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil;

(4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Urnum dipungut retribusi atas
penyesuaion pelavanan parkir di tepd Jalan umum:

(5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas
pasar tradisional / sederhana;

(&) Nengan nama Remribust Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan
penggantian hava cetak peta;

/71 Depgan nama Reiribusi Pengelahan Limbah Catr dipungut retribusi atas pelayanan pengolaban
hmbah car

Pasal 5

(13 Ohjek Retribosi Pelayanan Kesehatan sebapaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a
adalah rclavanan keschatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
nengobran, rumak sakit umnm dacrah, dan tempat pelayanan keschatan lainnya yang sejenis
vang dimiliki dan atan dikelola oleh Pemerintah Daerahy

27 Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendafaran dan
peiavanan keschatan vang dilakukan olel Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

{37 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
adaiak arang pribadi atau Badan vang menggunakan / menikmati pelayanan kesehatan.

{47 Tiagkat penppunoan jasa dinkur berdasarkan frekucnsi pelayanan keschatan

(3 Struktur dun hesarnva tarif retribusi peluyanan keschatan ditctapkan dalam Lampiran |
Peratura Ducnith ini dan merupakan bagian vang 1idak terpisabkan dengan Peraturan Daerab

.
Pasal 6

{1} Objek Retribusi Pelavanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5
avat {1) auref b adalab pelavanan persampahan / kebersihan vang diselenggarakan oleh
Perpenntah Dagrah, meliputi:

«. Penpambilan / pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,

1. Pengangkutan sampah dan sumbernya dan /atau {okasi pembuangan sementara ke lokas:
pembuangan / pemusnahan akhir sampah; dan

¢ Penvediaan Jokasi pembuangan / permusnahan akhir sampah.

{2} Dikecnalikan dao objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
tebersihan jalan umum, tamaa, tempat ibadak, sosial, dan tempat umum lainnya;

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan / K cbersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan
persaripahar/kebersihan;

(4) Cara mengukut tingkat penggunaan jasa Retribusi herdasarkan atas kelas, tempat, dan luas
bangunun; .

(5} Struktur besarnya tanif Retribusi ditetapkan sebagai berikut
1. Perumahan:

a. Perumahan AiKelas T J1,Protokol Rp. 10.000,-/bln

. Perumahan B/Kelas 1] dan 111 J1. Protokel Rp.  7.500,- /bln

¢, Perumzhan C/Kelas IV T Penghubung Rp. 5.000,- /bin
2. Perdagang Komersial:

2 Nios Kategoni | Rp.  6.000.-/bin

b, Kins Katsgori [ Rp.  5.000,- /bla



i)

0.

¢, Losd ® N _
: p. 3.000.- oln
d. Teko Swalayan, Ruko dan Grosir/ unit . Rp.  20.000.- /bln
e. Pasar Buah MU,
i Rp.  2.000.-
£, Kios Darurat/ Sementara: P ~/br pkn

Pangan, Sayuran, Alat-alat Rwnah Tangga, Alat Tulis
Makanan-makanan dan sejenisnya Rp.  2.000/hr pkn

¢. Pelataran Pasar dan Badan Jalan:

Sayur-mayur, Kelontong, Mainan Anak-anak

dan sejenisnya Rp.  1.000/Mr pkn
h. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas Rp. 3.000/hr pkn
i. Pedagang Rokok, Jamu di tepi jalan umum

kaki lima ' Rp.  1.000,-/hr pkn
j.  Kereta Sorong. meja dan sejenisnya makanan

fminuman Rp.  2.000,-/hr pkn
Hotzl 7 Losmen:
a. Hotel Berbintang Rp.  50.000,-/bin
b, Homwel Melati Rp.  35.000,-bin
¢ Losmen Rp. 25.000,- /bln
Rumah Makan / Restoran / Warung:
a. Rumah Makan / Restoran Rp. 30,000, /bin
b, Warung / Kedai Nasi Rp.  20.000,- /bln
Pertsahezn Pabrik 7 Industn
2 Lues 0 sid 5000 M Rp.  50.000,- /bin
b fuas 5.000 M s/ 15,000 M Rp.  75.000,- /bin
¢. Luas 15.000 M? sid 25.000 M* Rp.  100.000,- /bin
d. Luas 25.000 M? s/d keatas Rp.  200.000,- /bln
¢. Penggilingan Padi Rp.  20.000,- /bln
Usaha Tontonan Hiburan / Reklame / Rekreasi dan - TTU:
a. Bioskop/Tontonan Hiburan Rp.  30.000,- /bln
Ir. Rillyard Rp. . 10.000,-/bin
c. Salon Kecantikan Rp.  25.000,- /bln
d. Terminal Bus Rp.  50.000.- /bln
Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain:
a. Bengkel Mobil / Show Room Rp.  30.000,- /bln
b, Bengkei Scpeda Motor Rp.  10.000,- /bln
c. Gudang Rp.  25.000.- /bin
d. Garast ¢ Parkir MPU, Bus, Truk Rp.  13.000,- /bln
Perkantoran _
4. Pemerinlah ;- Rp.  25.000,-/bln
b, Non Pemerintah / Swasta Rp.  15.000,- /bln
RumahSakit:
a. Rumah Sakit Pemerintah Rp. 100.000,- fbln
b, Rumah Sakh Swasta Rp.  100.000,- fboln
c. DBalai Pengobatan : Rp.  10.000.- /oln

. Besartya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan khusus membuang secara tangsung ke

TEA selain dan Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp. 100.000,-/trip.

T



Pasal 7

el Retibusi Pengpantian Biava Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan %pll
schavaimana dimaksud dalma Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah pelayanan:
oo kKartu ketcrangan herternpat tnpgal;
v Karts identitas kena;
¢. Kartu penduduk sementara;
J. Kartu identitas penduduk musiman;
¢, Farts keluarga, dan
Akta eqtatan sipll vang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan  dan
nenpakuan anak, axta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian,

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah orang pribadi atau Badan yang
menpgunakan / menikmati pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
Tingkat penggunaan jasa Ret.ribusi Penggantian Biaya Cetak Kartn Tanda Penduduk dan
Kata Cataran Sinil dinkur dan pelavanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akia catatan
P

Struktur dan Besamya Tan! Retribow Braya Cetak KK KTP, Akta Catatan Sipil, keterangan
adalah schagal berikut

1. Biaya cetak

G0 Biaya Cetak KK WX Rp. 7.500);

S Blava Cetak KK WNA Rp. 200.000;
W e Cetak KTP.

o, Niava Cotak KT Nastonal WINT Rp. 10.000;

B Biave Cowk SO0 Navionm WHNA Rp. 400,000,

11, Biava Celak Akta Catatan Sipil
1. Iiaya Pencatatan dan Kutipan Akta Kethatian

a. WHNI dengan tidak terlambat : Rp.  60.000;

b WNA dengan tidak terfambat Rp.  200.000;
2. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akia Perkawinan.

a. WNI Rp.  200.000;

b, WNA Rp 1.200.000;
3. Riava Pencatotan dan Kutipan Akta Perkawinan.

2. WNI Rp. 240.000:

b, WNA Rp.  1.000.000;
4. Biava Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak.

a. WNI Rp 200.000;

b WNA Rp.  2.000.000:
5. Biava Pencatatan dan Penerbitan / Kutipan Kedua. i

i WNI Rp.  60.000;

b, WNA Rp.  200.0600;
6. Biaya Pencatatan, Penerbitan Kutipan Atau Calata Pinggir Pengangkatan Anak

fAdapst) _

a. WN] Rp 600.000;

b, WNA Rp.  200.000,
7. Biava Pencatatan dan Penerbitan Cat'uan Pinggir Ganti Nama.

a. WNI Rp. 40.000;

WA Rp 200000:
2. Biava Pencatatan dan Penerbitan Kartu Identitas

a. Penduduk Musiman (RIPEM) Rp.  060.000;

!
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Pasal §

Ubjek Ferribusl Pelayanan Parkir di Tepi Jalun Umum schagaimana dimaksud dalam pasal 3
avat {11 huruf ¢ adalah penyvedian pelayanan parkir ditepi jalan wnum yang ditentukan oleh
Pemerintah Dacrah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subiek Retribusi Pelavanan Parkir di Tepi dalan Umum sebagaimana dimaksud : dalam Pasal 3
ayat (1) nurut d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan /' menikmati petayanan
parkir Ji Tepi Jalan Umum;
Tingkat penpgunaan jasa parkir di tepi jalan umurn di ukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis
XKendaraan dan wakte penggunaan;
Struktur dan besarnva tartf retribust
4 Kendaraan bermotor roda 2 {dua) Rp. 1000~
Il Kerdaraan bermotnr rada 3 {tipa) Ry, 1.400.-
o. Kendaraan hermotor roda 4 (empat) Rp.  2.000.-
d. Hendaraan benmotor jenis mobil barang / bis
dar: truk ukuran besar rmda & ({.nam} Rp.  3.000.-
o, Kendaraan bermotor jenis mobil bis ukuran besar atau
truk atay mobil tangkt 10 roda ke atas Rp.  4.000,-

Pasal 9

Cihjek Rewnbaa Pelavanan Pasar schagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hurut e adalah

penved.ann fasililns pasar tradissonal / sederbana, berupu pelataran, los, kios yang dikelola

Pemerintal Doerah, dan khesus disedizkan vnouk pedagang:

Subiek Retribusi Pelavanan Poasar sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah

orang pribadi atav Badan vang menggunakan / menikmati fastlitas pasar,

Nikecualtkan dan objck Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah pelavanan

(aqt[{mﬁ pitar vany dikeloia oich BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

Tingkat penggu.naan jasa diukur berdasarkan jenis vang dijual dan | uas bangunan:

Srrokty bosarnya tarld Rewibusi ditetapkan schapal berikut:

. Penvewa vang menempat Kios /7 Losd wajib mempunyai kartu hok sewadpakar yang
Jikeiuarkan oleh Hepala Dinas Pendapatan Pengelela Kevangan dan Asset Daerah dan
dilenakan biaya sebesar:

a. Losd . Rp. 1.000,-/M
h. Kios Kategori | ' Rp.  6.004,-/M-2
c. Kios Katepori I Rp.  5.000.-M2

d. Kartu Hak Sewa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Fedagang Kumersial

a. Pusar Buah Rp.  3.000-/hr pkn
b. Kios Darurat! Sementara Pangan, Sayuran, Afa tulis umah

tangga, alat tulis, makan-makan dap sejenisnya Rp. 2.000,~/hr pkn
¢. Pelataran Pasar dan Badan Jalan: Sayur-mayur, Kelontong mainan anak-anak

Jdan sejenisnya Rp.  1.500,-/hr pkn

d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas dan sejenisnya  Rp.  3.000,-/br pkn
c. i’ dagang Rokoek, Jamu di tepi jalan umutn’

kaki Tima dan sejenisnya Rp. 1.000,-Mr pkn
£, Kereta Sorong, meja dan sejenisnya
makanan ¢ inuman dan sejenisnya Rp  2.000,-/hr pkn

3. Permakaian fasilitas kamar mandi/ W dalam lokasi pasar sebagai berikut:

a. Mandi Rp. 2.000,
b. Buang Air Besar : Rp. 1.500.-
¢. Buang Air Kecil Rp. 1,000.-

|
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Pasz) 1O

Objek Retribusi Pengpantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf [ adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah,;

Subjek Retiibusi Pengpantian Biaya Cetak Peta schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hurut” f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan Cetak
Peta; ’

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Celak Peta diuvkur dan biava vang
dikeluarkan dalam rangka pembuatan dan perectakan peta sebagal dasar pengenaan biaya
vang dipiku) dalam pelavanan pemberiun peta: '
Besarnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebesar Rp. 30+ (tiga pulub
rupiah) setiap cm2 unmk cetak manual dan Rp. 300,- (tiga rams rupiah} em? untuk cetak
Komputer.

Pasal 11

Ohjek Retribusi Pengnlabar Limbah Calr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1} humf
v adalah pelavanan pengoizhan limbah cair mmah tangga, perkantoran, dan indust? vang
Jizedinkun, dimiliki, dan‘atan dikeisla sccara hnsus oleh Pemerintah Dacrah dalam bentuk
instalasi pengolahan limbah cair,

Dikecualikan dan objuk Retribusi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
pengnlahan Timbah cair vang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMID, mhak swastn, clan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase,
Janlitzy carznn pemhaangen lainye,

Subjck Retribusi Pengoiahan Dimbeb Cair sebagaimana dimaksud dalam Tasal 3 avat (1)
bunif { adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha Pengolahan
Limbah Cair; .
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur didasarkan pada kuslinas
dan xuantitas pelayanan Peugolahan Limbah Cair scbagai Jasar dalam menentukan biaya
vang diptkui dalam peluvanan Pengolahan Limbah Cair:

Struktur dan besamya tarif retribusi adalah sebagai bertkut

N0 }_ Jenis Kepiatan/Usaha o Tarif | Satoan i
i Pengolahan Limbah Cair :. :

! . 4. Volume Limbah <200 m3 Perbulan 40.- Permeter kubik

' | b, Volume Limbab 20t m3 &/d 500m3 | 20-- Permeter kubik

Irl | Perbulan '

: | ¢. Volume Limbah 504m3 s/d 750 m3 . 30.- Permeter kubik

i il perbulan

-' 'd. Volume Limbek 731m3 sd 1060 50.- Permeter kubik

i  m3 Perbulan . '

; e Volme Uimbah> 1001 in3 | 60.- Permeter kubik

|— _i__ Perhnlan I ! j

Pasal 12

Wajib Retrihusi Jasa Urmum adalah ornng pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasul pemungut atau pemotonyg Retribusi Jasa Umum;

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah Kabupaten Padang Lawas Utara



(1)

Bagian Keduu

NAMA, OBJEK. SUBJEK DAN TARIF RETRTBUST IAQA USAHA
Tasal 13

Jenis Remihusi Jasa Usaha adalah

1. Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah;
h. Retrihusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilia;
¢, Retribusi Rumah Potong Hewan;

J. Metribusi Texupat Rekreast dan Ofah Raga.
Pusal 14

Congan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Dacrah dipungut remibusi atas pelayanan
pomakaian kekavaan dacraly;

Dengan nams Retribust Tempat Penginapan / Pesanggrahan ¢ Viila dipungut retribust atas
Puiatanan cmnal pengitapan Sl

Dengar nama Retribust Rumak Poteng Hewan dipungut retbusi atas pelayvanan penyediaan

fagiliteas Tamah pernetnngan hewan,
Verpan narea Retrihusi Tempat Rekreast dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan
crspe rokreass danolahrags

Pasal 15

(vprck Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 13 huruf a
adaiah Pemakaian Kekayaan Dagrah:
likecualikan dan pengertian pemakaian kekayaan daerali schagaimana dimaksud pada avat
(13 adalah penggunaar tanab vang tidak mengubah fungsi dan tanah tersebut;
Qubjck Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) buruf a adalah orang pribadi atau Badan yany menggunakan / memakai kekayaan daerah;
Tingkat penggunaan Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdas rkan jenis
dan tipe yang digunakan;
Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
A, PEMAKATAN ALAT BERAT

. Pemaukaian Mat Berat:

a. DBuldozerTipeXG 216 Y Rp.  150.000,-/jam
h. Buldozer Tipe D 50 A Rp.  400.000,-/hari
c. Huidozer Tipe 35 Rp.  300.000,-/hari
d. Greder Rp.  400.000,-/hari
e. Excavator . Rp.  125.000,-fjam
. Wheel Loader {Shovel Loader) Rp.  400.000,-hart
o Stewe Crusher ' Rp.  500.000.-than
n. Asphalt Finisher ) Ry, 200.000,-/harn
i, Asphalt Mixing Plant Rp.  300.009,-/hari
2 Pemakaian Mesin Gilas: .
4. Three Wheel Road Rodler (Walas) Rp.  250.000,-/hari
b. Pneumatic Tyre Rooler Rp.  300.000,-/hari
¢. Plate Tamper . Rp,  50.000,-/han
3. Permakian Truck:
a. Dump Truck Rp.  120.000,-/hari
b, Truck " Rp. 100.000,-/hari
. TrailerTrado Rp. 1.000.000,-/hari

4. Global Position System (GPS) dan Total Station: )
2) Pemakaian unuk peagukuran kerangka dasar untuk pemetaan setingkat orde I

9



b, Pengukuran 1-5 titik sebesar Rp.  4.000.000,-1titik
2. Pengukuran 6-20 titik sebesar Rp.  3.500.000,-/titik
3.0 Penpukuran 21 tittk dag seterusnya Rp.  2.000.000.-1itk

N1 CPemakalan vntuk scwa alat: .
. OFS sehesar Rp.  600.000 -/hari‘unit
2. Total Station Rp.  400.000,-/hari/unit’

IB. PCMERIKSAANKUALITAS AR
} Pernenksaan Baktericlogi

A, a. ndnstri Rp. 100,060, -
Lok Pernsabuan Rp.  63.000,-
v, ¢ Masvarakal Rp.  20.000,-

2. Pemeriksaan Kimiéa terbatas ootk

a. indust Rp.  150.000-
h. Perusahaan Rp. 100.000, -
2. Musyvarakal Rp.  30.000,-

Pasal 16

{11 ibrek Rembusi Tempat Penginapan/Pesanpgrahen/Villa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
3 hural b adaiah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahanivilla yvang disediakan, dlmthfu
daniatan divelola oleh Pernerintah Dacrah;
{1} Dikecuabikan dan objek Retribusi schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
penginupan/pesanggrahanivilla yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelota oleh Pemerintah,
BUNMON, BUNMID, dan pihak swasta:
{3} Twgkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa didasarkan atas jenis dan
Jangka waktu pemakain;
{4y Besamva tanf Retribusi ditetapkan sebagai berikut: .
Klasifikasi Kamar/Ruangan VIP Rp. 150.000/kamar !

d.

b. Klasifikasi Kamar/Ruangan Ekonomi . Rp.  30.000/kamar

c. KlasitiLasi Kamar/Ruangan Standar Rp.  15.000/kamar

d. Klasifikasi Ruangan Tamu Rp.  5.000/ruangan

e, Klasifixasi Ruanpan Pertemuan : Ep.  75.000fuangan

t. Kiasilikasi Restoran Rp.  100.000/restoran
Pasal 17

{11 Objck Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ adalah
pelayanan penycdiaan fasilitas rwnah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(1) ihkecualikan Jdim objek Retnibusi sebagaimana dimaksvd pada ayat (1) adalah pelayanan
nenvediaan fasilitis rumah pemotongan hewan ternak vang disediakan, dimiliki, danfatau
dikciala QUMY BIUMD. dan pihak swasta;

(3% Suhjek Rembust Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢
adalal prang pribadi atav Badan vang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewasn ternak termasuk pelayanan pemeriksaan keschatan hewan
schelum dan sesudah dipotong, yang disediahan, dimiliki, dan/atau dikelola olch Pemerintah
Paeraing

ty Mgkt penggunaan asa divkur berdasaekan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang nkan

dipotong;

Struriur darn besamya taril retribusi:

I. Besamyva rewnibusi untuk § (sarn) ekor hewan vang dipotong ditetapkan:

Ly
—
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2. Untuk langganan bulunan:

a Dewasa Rp. 30.000,-f bulan

b, Anak-anak Rp. 10.000,-/ bulan

Untuk keperluan pertandingan atau latihan batas waktu adalah 6 (enam) jam untuk
jumlah 25 orang dalam jangka waktu 6 jam sebesar Rp. 80.000,- (delapan pulub ribu
rupiah) dari 25 orang sampai dengan 30 orang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) lebih dari 50 orang Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per orang,
Apobita kelehihan wakm dart 6 jam ditambah hiava Rp. 1.000,- / orang.

4.0 Lotk pertandingans pertunjukan  yang  dikomersialkan  scbesar Rp.
1.300.000.- (satu juta lima ratus nibu rupiah) per hari atau 12 jam.

1k

CoPEMARATAN LAPANGAN VOLLY
‘emakaian lapangan volty umtuk sekali pakai sebesar Rp. 10.000,-/ hari
K hzsus pemakaian untuk pertandingan sebesar Rp. 30.000.- / han
Uintug pemakatan keperluan latihan kesenian dikenakan retribusi sehesar Rp. 10L.G07,-
‘han
4. Tatek pemakaian keperiuan wang lain dikenakao retibusi sebesar Rp. 15.000,- / hars.
1 PENAKATAN LATANGAN R l_.f\ RARI
Pemakaian lapangan hola kaki natuk sekali pakar sebesar Rp. 20.000,-
U muk pernakalan hibwran umurn dikenakan rerihusi sebesar Rp. 100.000.- /hari
Kausus pemakalan pectandingan sebesar Rp. 50.000,- / hari
Utk pemakaian yang fain dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000.- / han.

LR DN —

|
-
Z.
3
&
4

T PARKIR DITEMPAT-TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
a. Roda 2 Rp. 1000, kal parkir
b, Roda3 Rp. 2.000- kali parkir
¢ Redad Rp 3.000,-7 kali parkir
d. Diatas Roda 4  Rp. 3000 .- kali parkic

Pasal 19

(13 Wajib Retribusi Jasa Usaha adalab orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undanvan Retnibusi diwaiibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuic pernungut atau pemotong Retribusi Tasa Usaha,

(27 Wilavah Pernungutan Retribusi Jasa Usaha adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

Bagian Ketiga
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pusal 20

Jepis Retribusi Perizinan Tertentu adalal

a. Botrikesi lvin Mendirikan Rangunan., (1MVB)
k. Retribost [zin Gangguan. (HO}

¢, Peatrhuas Izin Trayek,

Tasal 21
(1% Dagngan nama Rewrtbusi Izin Mendirikan B'mgun i dipungut retribusi atas pemberian izin
untuk mendirikan bangunan,
(2) Dengan numa Retribusi [zin Gangguan dipungut retribusi atas pembcnan izin pangguarn;
{3} Dengan mana Retribusi 1zin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Trasal 22

(1; Ohjek Rewibusi lzin Mendirikan Bangunan wcbagmmana dimaksud dalam Pasal 20 hwruf a
adalah pemberian izin untuk mendirkan suat bangunan;

1z
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(1]
SAN!

Pemcherian izin sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjavan desain dan
pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan
dan rencand tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bungunan (KDB),
Koclisien Luas Bangunan (KLB) Koefisicn Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan
penggunaan  bangunan  yang meliputi pemeriksaan dalam  rangka memenuhi  syarat
keselamartan bagi vang menempati bangunan tersebut;
Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin
untak bancunan milik Pemerintal atau Pe,erintah Daerah;
Suhjek Rerribusi Jzin Mendirikan Bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a
adaiab arana pribadi ata Badan yang memperoled izin mendirikan bangunan:
Tingkat nengoungan fasn Tzin Mendirkan Bangunan diukur dengan rurmus yang didasarkan
stas faktar Taas lantal banoonar, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan
harzenun,
Faktar-likror sehinoaimana dimaksuwd pada ayat (13 diberikan bobot (koefisicn);
a. Setiap pefaksanean pemhoatn hangtnan baru, peruhakan, pembongkaran dalam bentuk
pun, penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (Damaja/DMI) harus
saendzpa izin lebih dehuly dan Bupati;
. Uemik memperaleh izin dimaksad dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus
mennaiywan ral peromohonan kepada BupatilPetugas vang dtunjuk untuk itu;
Dhdarm Surad Peemononan dimaksied pada avat 11 Pasal ind harus dischutkan:
Nana, alamat, pekeriann dan jabatan pemohon,
Mlacum pekeriaan bangunan;
Penggunaan darl bahan-bahan bangunan vang dilaksanakan
Status tanak tempat berdiri bangunan, hars diketahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan
dan Camat setempat. sedangkan uniuk tanab sewa maupun pinjam pakai harus
mendapat izin dan pemilik tanah dan surat keterangan kepemilikan tanah dan Pejabat
vang berwenang,
d. Puada surot permohonan dimaksud haros dilampickan.
1. Materai yang cukup untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ketentuan lain (hesamyu
hargs materai tergantung nilai rupiah);
2. Satuy stel rencana vang jelas dan guna gambar bangunan, baik bangunan baru,
perubahan atau perbaikan bangunan yang akan dikerjakan dan ditandatangani oleh
pemchon atau pelaksana dalam rangkap 6 (enam);

dai

il

Tl ) s =

1. Gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang menggambarkan pembagian
dan penggunaan dan tiap-tiap bagian;

4, Gambar-gumbar dan bagian yang penting (gambar detail);

5. Kerangka atap yang lengkap;

4. Gambar-gambar potongan dalam jumish yang cukup untuk dapat dipertimbangkan
mengenai konstruksi-kanstniksi dan vkuran-ukuran dan konstruksi i

7. Gambat-gambar dan kamar mandi/WC dan saftictanke, sumur-sumur drainase/

saluran/gat dan lokasi tanah yang bersangkutan;
% Rencana Anggaran Biaya (RAB) vang dihitung oleh tenaga ahi sesuai dengan harga
satsan Pemenintah vang hetlakuy;
¢ Banguran vang berlantai 2/ebih, agar melampirkan konsiruksi bnagunan yang akan
'k»ll::fﬂ.;l_::h:('}rf.
Utk fambahan atau nerubshan bangunan dipergunakan juga rencana dan gambar-gambar
vang sama, akan tetapl hanya bagian bangunan yang diajukan permohonan IMB diberi tanda-
tanda merah untuk membedakan; '
gambar-gambar vang dimaksud dalam avat (4) huruf b Pasal ini harus dilengkapi dengan
gambar semua tkuran-uran dengan skala minimum sebagat berikn:
a.  Gambar banunan dengan skaja 1 100; :
b. Ciambar denzh, tampak, petongan dengan skala 17 100;
¢, Gambar detail konstruksi dengan skala 1; 10 s/d 1: 20;

Cambar situasi dengan skala [ 500 atau sesuai kebutuhan;
Perrnohonan yang diajukan harus menyebutkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk bagian

konstruksi utama;



|F_' ‘ ' . [ JENIS HEWAN |
NO | KOMPONEN RETRIBUST | ‘_ | KAMBING

S B S RBAU ‘ SAPT (H. KECIL) ‘
T iBin}fa}asa nermakaian RPH Rp. 16.000.- ‘Rp. 4000 |Rp. 2000~ |

T 27 Bimva pemenksaan hf"-.'.::-l?‘l__.w_#Rp, 0000~ Rp. 8000~ Rp. 2,000.7"}
i ] 1
B "iﬁﬁj,u Pematongan T Rp. 10000, pr, 8.000,- | Rp. 1.000.- |
"T"T}%in_\-u Pemeriksaan Daging “Rp. 10.000,- )Rp. 8000, | Rp.  1.000,- |
. |
s |E_w Kebersihan Rp. 4.000 iRp. 4.000- [Rp. 2.000, !‘
'“_""'T_':['mmh - T __1}\@ SOO0D.-  Rp. 42.000,- ! Rp.  8.000.
| ' ! ;

2. 1wk kepentingan hart rava Tdul Fitrl ditsapkan:

- Pemeriksaan hewan schbelum dipotong Rp. 25000,

- Pemcriksaan daging sesudah di potong Rp. 25000,
3 Tlniuk potong paksa / darvrat ditetapkan:

- Jemerikszan schelum dipotong Rp.  30.000,-

- Pemerirksaan daging setelah dipotong Rp.  30.000.-

Pasal I8

{1y Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal {3 huruf
d adalab pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikeloia vleh Pemerintah Dacrakhy;

2y Dikecuvalikan dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pibak swasta:

{37 Sulbjck Retribusi Tempat Rekreast dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
{1) nurul d adaiah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati tempat rekreasi
dan olabraga: '

i4) Tingkat penggunaan jasa pelaveanan Rekreasi Aan Olahraga disasarkan atas jenis fasilitas dan
frekuens! pemakaian,

(81 Besarnva Retribusi ditetapkan sebagan berikut:

A TEMPAT REKREASI]
1. Tntuk setiap kali masuk kekawasan tempat rekreast dalam Kabupaten Padang Lawas
1tara dipungut retrsbusi sebagai berikut:

a) Orang Dewasa : Rp.  2.000,-lacang
h) Anak-anak Rp.  1.000,~/orang
¢) Kendaraan roda dea Rp.  2.000,-kendaraan
dy Kendaraan rods empat Rp. 3.000,~/kendaraan
e) Kendaraan roda cmpat keatas Rp.  5.000,-/Kendaraan

2. Terhadap aparat Pemerintah vang sedang menjalankan tugas, serta penduduk vang
hertempat tinggal di temnad rekeeast dimaksudkan lidak dikenakan retribusi;

3. Setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan
masuk melalul tempat masuk yang telah ditentukan.

B PERARATAN KOLAM RENANG

1 a Dewasa Rp. 2.000,- sekali masuk/org
1. Anak-anak Rp. 1.000,- sekali masuklorg
¢. Rombongan siswa dan mahasiswa dar

institusi sceara resmi Rp. 1.004,~ sekali masuk/org



Kepala Divas Pekerjaan Umum Daereh dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh
pemnhion dan atau perbaikan dan tambahan dap gambar dan perhitungan hinya vang telah
dinfukan tanpa dikutip biaya:

Setiap pekerjaan bangunan yany memeriukan izin dikenakan biaya-biaya vang terdiri dam:

d. Biavazin sempadan,

¢. Biava izin hangunan baru,

 Biava 17in menehah bangunan;

o Biava izin pembongkaran;

Sisten perhitungan retribusi ditentukan dengan dasar Peraturan Mentert DalamNegeri Noruor
7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 32 Tahun 1994 dengan rumus
sehagni benkut:

RIMD = 3 x THED per m? x Prosenrase maxsimal 2, yang dimaksud.

RIMIS = Retribusi fvin Mendirikan Bangunar adalall jumiah biaya retribust IMB yang harus
afsvarken kenada Temerintaly Docrah oleh sescorani dan oty hadan usaha baik swasta
maupen Memenintab (BUMN S BN,

f.B = _uas Bangunan

THATY = Tarif Binva Bangunarn m° = RAB / Jumlah M® = 1 m’

Prosentase maxsimal 2 Angka Prosentase tertinggi vang diperkenankan sebagal angka
peneali dolarn kompoenen prrhitungan Retribusd 1MB;

Ragi hangiman vang memenuhi syarat akan tetaps meladcukan pelanggaran sebagaimana bunvi

Pasal ini. maka pihak pemohon izin vang mendirikan bangunun dikenakan sanksi tambahan

berupa letrihusi Penguwasan Tambahan (RPT) dengan rincian sebagai berikut:

2. Rerribusi Pengawasan Tambahan (RPT) sebesar 100% dari nilai besarnya retribusi
sehagcaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {2) Peraturan Daerah ini;

b, Retribusi Pengawasan Tasnhahan (RPT) tanpa 1MB, fisik bangunan telah dikerjakan saat

pengaduan:
RPT = RPT x persentase bangunan x F;
FE =2

¢. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar sempadan bangunan:
RPT = PPY x (luas bangunan) x T
Luas tanih
RPT=RPTxi{LP:LT)xF
FL =
d. Retribusi Pengaswasan Tambahan (RPT) melampaui KDB (Koeefisien Dasar Bangunany:
RPT = RPT x (luas bangunan) x F
Luas tanah
AT = RPTx (LP:LTyx F

f2=2
Puasal 23 .-

(hiek Reiribusi lzin Gangguan scbagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b adalah
pemberian izin tempat usaha ¢ kcglatan kepada orang pnibadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancarman bakavz, xerugian danfatau gangguan, termasuk pengawasan dan
perpendalian kegiatan usaha scoara terus-meneTus untuk mencegah terjadinya ganguan
lotortiban keselamatan, atau keschatan umum, memelibara ketertiban lingkungan, dan
memenubi porma keselamatan dan keschatan kerja;

Tidak termasuk ohick Rewibusi schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
nsahakegiatan vang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah; '
Suhiek Retribust Izin Uangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah orang
pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan ancamarn
hahaya dan/atau gangguan terhadap lingkungan;

lein Ganppuan diberikan sclama kepiatan usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan
ketenan:

a2, Melakukan Pendaftaran sekali dalam 5 (Iima) tahun

14

b ket 51 amrm e sl Y



b. Pendaftaran ulang diajukan. 60 ( enzm puluh 3 han sebelum masa 5 {lima) tahun herakhir.

(51 frim Gangguan berakhir kareng:,

a. Masa berlakunya berakhir:

b, Kegiatan usaha bechient selama 6 (enamj bulan berturut - tarut;
¢. Dicabut dan dibataikan oleh Bupati;

(61 Dalam hal Tmn Canggoan berakhir karena dicabut dan dibatalkan Bupati, Pemcpang Izin wajib
mengeantt selurih kerepian masyarakat dar atav Pemerintah Daerah sehagai akibat dan

kematan usahanwa:

(71 Retribesi Tin Gangguan diukur dast tingkat penggunzan jasa pemberian izin gangguan
didosarkan atas fakior besamya dumpak yang dapat meaimbulkan ancaman bahaya, kerugian,

danafan eanpnan, fenis usaha. dan luas tempal usaba

(8% Struktey dan besarnya tanif izin gangguan adalah:

[ S VPSR ey F P Y

L KCMPONEN DAN , II ]
! |_ - _B_l\‘f A ' '
N - Biava | JUMLAH | '
o MRJEK RETRIBLUS) i ADMINIS | BIAYA 34) KETERANGAN }
O [ TRASI VE J ¢ |
Cod . (Rp) (Rp) / [
L | | | :
1 2 I 3 [ 4 [ 5 ‘ P :
e S ( T f _ —
S oA Parrik SH gpnhhdn hasii ! 5.000 | 5.000 Termasuk Usaha ’
! i pertanian, perkebunan, | | : Sejenis i'
I i' kehutanan, peternakan, ! | ] ! .
: " perikanan. pertambangan dan I| i / ‘
i | sgjenisnya untuk setiap PK : . [ :
. b, Bagi vang tidak menggunakan ( 1.000 [ 000 { 3.000 ' }
b maor pongserak divkur : J [|
. herdasarkan lugs niangan | J [ ; :
Oilinzan padl. kopi, jagung, eabe ! 1.060 . 4 000 | 5.000 ‘ }
‘dun sejenisnya untik setiap P ) [ | ‘ -.
| ) |
| | | i |
(Perbenghelan - | : j |'
"1, Bengkel kendaraan bermator | ‘ [ J !;
1 I |
! ! : i
. a Rada 4 ataw ichih | 26.000 ‘ 1R0.600 | 200.000 || Tenaga kerja diatas !
S Tyea , | | 5(lima} orang l
! | | ‘ peralatan lengkap [
i | dan menyediakan :
: J J ¢ Sparepart ‘
Cene B ‘ 10.000 | 140000 } 150,000 Tenaga |
¥P | ! . kerja | /d 5 orang :
i | } J l peralatan manual .|
. ! Tenaga kerja diatas 4
| |b. Reda 3dar2 [ 10.000 00000 | 100,000 | Tenaga kerja distas |
) Tpe A |' | ’ orang peralatan |{
Loy e fengkap d
- : gkap dan
( J } ‘ menyediakan sparepart }
: J | | '



o TapeB $7.500 '67.500 175000 | Tenagaketjaisidd |
_ | | _ ‘ orang peralatan manual :
' | ) ] :
o Typed ~5.000 +45.000 50.000 Tenaga kerja | orang ‘
; ‘ j peralatan manual .
.: Bengke! Mesin Bubut | 30,000 250000 i 300000 RBubut boring mesin !
Tope s .! |i ! bermotor kenderaan }

: bermator roda 4 atau

. - lebih dengan diatas
i r mator penggerak 3 P
| ;
! |
o Type 1) © 40,000 J 210.000  1250.000 | Bubut baring mesin (

' I i i " bermotor kenderaan
' [| ; bermotor roda 2 atau
| i lebih dengan dibawah |
i | motor penggerak 5 PK !.
Suenckel ias ; . |
- Dihitung menurat PK 300 2.000 2.500 Menggunakan aiat !
- Dihiungdengan huas ruang | ! motor penggerak |
, ‘ Per m® I diboring per PK. dan \
} '( dapat dihitung '|
- i berdasarkan luas ruang |
! : kerja per m2 '
! I Pencuician kenderaan hermotor [ 300 1.000 1.500 Pakai alat pengangkat |
b {Doarsmer) ( (Hidrolik) per unit |
o Tpe A , Pakai jalur / Jobang |
’ E | (dihitung per jalur / '_
i ( | [ . fabang) |’
Ve 13 fhaon r 1 K 000D ( 200,000 Dihitung berdasarkan |
| ; ; ruang / m2 khusus !
:. | J untuk kenderaan roda 3 ‘
: | L ! ( dan 2 i
| : | | |
; : Type C | 10.000 9000 1 100.000 Dihitung per unit r
' ': ‘ Pampa |
| | | |
' : |- I A I
a0 Setnsiun pengisian Hakar 3uuu | £5.000 |' 20000 | ) |
U (SPRLD ' | | |
) |I - I 1
| i b Depot lokal/minyak tanah dan ¢ 50.000 200.000 250.000 |
sejenisnya ! } J
_ | ! :
| - Besar SO00 lr keatas  50.000 200.000 | 250.000 | J
C T_-sﬁér}a_moﬂ <:d 000 [s0.000 [ 150.000 | 200.000 | i

| = ‘

|1 - Keeil 4 1000 Ty | 50.000 | 125.000 | 175.000 ‘
. | |
ic. Minyak Campur/Ceeram: 1 500 1.500 2.000 s

L —




——e——— e ———— —T—

“dihitung berdasarkan [uas ruang

per m*

Lt

Pl Mernimian:

Medatr 1

Nlolan 1)

Cheland

"1 nemenPenginapan

" Sarane Rrung Walet

©Aalam Bebas” oun

CTemran vang disedinkan dan atau

Cudidava

Industri Ban dan Vuikanisit:

- Untuk setiop PK

- Trinane fendaaarian fuos

ring por ol

- Pabrik s untuk setiap PK

Festoran dan Rumah Makan
Kedai Kopi

a. 1sid3Mea

b 4 sid & Meja

¢ 9sid 12 Meju

cd, 12 Meia lebilt

N, Ulssia Weanersial lamnya

a0 Omderdil Kendernan Beomotor

T A

o Take s

Tupe A

Twpe B

Type C

¢, Pakasan fadi

’ t- :i : p{: .".\

—

———— —

| - | ]
f. | | !
| i | |
P I80.000 [ 250.000 j 1500000 ! Dihitung per lokasi ivin
i nnOnn ; anc, 000 | 1,000,000 i
PFRAN0 ) 625.000 | 750.000 }
i 50,000 j 450,000 J 500.000 f
i 25.000 || TE.000 ] 100.000 ‘|
= ' | |
"a00.000 ! 13.000.000 |

so.000
|

{000
|

j

<00

A
L]
o

5.000
5.000
| 5600
‘! <600

| 25.000
i 20,000
| 15.000

P 12.500

| 10.000
|
| 7.500

J 10.000

|
-.f
J

2.800 000

20,000
i' 45.000
| 70.000

! 65,000

:r 125.000

!I 180.000
f

b 135.000

122500

|

L 80,000

} 62,500

|
[ 750,000

f

|
|
|

6.060

|

{ 125.000
|
|

|
I
] .
|

|

|

|

2 70.000

80.000

|
|
|
|
|

|
| Dikitung per PK
gp
l dikalikan berapa PK
P
mesin penggerak

| Modal Usaha diatas
i Rp. 50 Juta

Modal Usaha Rp. ¢
i Juta »/d Rp. 56 Juta
i: Modal Usaha s/d
( Rp. 20 Juia

|
[ Modal Usaha diatar
| Rp.30 Juta

| Modal Usaha Rp. 10
Juta s/d Rp. 50 Juta

Modal Usaha sid Rp. 10

Juta
( Modal Usaha diatas Rp.
80 Juta

]

f
|
|
|
]




T Rveen T TS0 165.000 | 70.000 Tnodal Usaha Rp. §0!
! 5 | | Juta s/d Rp. 50 !
i | | !| [
| ! | | .
Ture 5000 L an 000 J n5.000 J Modal Usaha s/d Rp. 101
_ g I. l | i Juta |
Tobana Yahit i : : ' |
Ivne A i 3,000 C 5000 I 50.000 | Fasilitas Mesin diatas 31
I : | . Unit .
125000 | s25.000 | gsoov0 | |
Type I3 |' . ( Fasilitas Mesin &/d 3 Lfnitf
50000 | 150.000 1200000 |
Lol ALk ' : i
s o |
. i , |
S Tk Ohat f 30,000 [ 250.4an J 300.000 | ,
I . Incustr Makanan dan Minuman i { } f ;
i Type A (50000 150000 200000 | Tenaga Ker diates 10 |
| [ ( [Orang ‘:
o Type D L 10.000 il 20.000 } 100.000 | Tenaga Kerja s/d i€ ‘
' ! . } | Orang
" k. Remial Elekronmik | . [ .
: ; | i o
Type A | 5.000 © 45,000 i 50.000  Modal Usaha Diatas Rp!
‘ 5 Juta :
| | '. [ |
: |
Tepe B I 25.000 225.000 250,000 “odal Usaha s/d Rp. j
: Juta :
i, Flektronik | ’_ \ r
i H
v Tepe A ' 20,000 ‘ 115000 | 135000  |Fasilitas diatas 2 Kama
: | ‘ }Telepon |
| Type B |3.000 ] 7.000 10000 Dihitung berdasarkan luaf
j .‘ ruang/ lokasi per m*
i L .
. _ :
Towar ! 1.000 ‘ 4 000 | 5.000 rDi}'litung berdasarkan |
; | : luas ruang/ lokasi per m*
| ; | | |
Kias Phonsel’ Voucher H 25.000 225000 | 250000 | Dihitung berdasarkan |
! [i [Juasr ruang per m’ ll
, - Toko Elektornik [ ‘ Modal Usaha diatas Rp. !
Tvpe A . L350 Juta ‘
i Ty B ~125.000 750.000 175000 | Modal Usaha s/d Rp. 50
; i Juta |
Service nlat — alat efektronik i ! ‘ I'
| Tvea ’ 15000 1135000 | 150.000 | Peratatan + menjual
_ ( ' elektronik menggunakan |
5 i ! | ‘ tenage diatas 990 watt |
: ‘ ( | | dan jual onderdil
.__ o '. i Il :
18



T ey T T T TTI0060 ‘l Q0000 [ 50.000 | Service tanpa menjuat
; !i l! anderdil peralatan I!
; ! Umanual teuaga histrik di
i - | 'I J bawah 900 watt |
J. Percetakan dan sejenisaya - |a '- | |
SJikiee meromat TR L0 | 4.000 j 5,600 'jmenggunakan motor
i !. .: penggerak dihitung par
i | PK atan dihitung
' Uherdasarkan luas roang
. ; | |
- [ikiting menurat per m C1.000 i. 2.000 ‘ 3.000  Menggunakan motor |
; ,i . ‘ penggerak dihinung per
| '| '. ‘ { PK atau dihitung |
b ' | '\ berdasarkan luas ruang |
k. Olab Hagn ; | || .
- - Tvpe A {fasilitas olah raga) ' 31.000 | 200.000 | 250.000 Fasilitas sarana tempat
: | ' olah raga |
| | } | ' it |
i - Type B (Permainan ketangkasan). 1,500 . 3,500 5.000 Dihitung berdasarkan |
Co | huas ruang per m* i
; Tempat wisatad hiburan _ - | J
|+ < Lupssid | Hektar | 50.000 250,000 | 300.000 :
- Luar s 1 flekzar '+ 50.000 350,000 | 400.000
* 1. Menjud) alat- alat olah raga i '
.- Evpe A . 0,000 180,000 :200.000 Menjual Usaha diatas
= ,l i l{ (Rp. 5C Juta
L Tape Iy 10000 90.000 100.000 | Modal Usaha s/d
' / | / Rp. 50 Jjuta
" n Teke Perabot I I " :
SType A ' 20.000 TR0.000 200.000 ‘ Menjual Usaha dintas
: : : Rp. 50 juta
|
H |
CTpe I3 " 10,000 140.000 | 150,000 ‘Modal Usaha s/d :
: | | Rp. 50 Juta |:
" 1. Toke buku dan sejenisnyi. I l
ST A | 15.600 1 135.000 . 150.000 ! Termasuk surat kabar, ‘
.r ' | | majalah tabloid dsh
| Type 10000 90.000 100.000 | Modal Usaha diatas ‘]
P . i | Rp. 50 juta ,l
l——1 &}, Fota Studio I |
- Type A 25.006 225.000 l 250.000 Tenaga kerja diatas 3 org
I i : Menjual menyediakan |
! ‘ | J i peralatan Audio Visual ‘
: . I
|- TypeD 25000 {175,000 | 200,000 | Tenaga kerja s/d 3 org i
| | n Fow Copy | :
i - Twpe A 20.000 | 180.000 200.000 Fasilitas mesin diatas 2 /




g. Bahan Banpnnen

- Type A

- Tvpe 13

- Tape U

T b YRt famy

© s, Tukang Crmas, Suasg, Perak

- Type A

- Tvpe I3

L Safor, Tukang Panghas

I ‘

1 i
| |-
| .

!

|
|
|

——— e ———————

20.000

25,000

20,000

15,000

10,000

100,000

Ci00.000

—

|
i 130.000
275,000
|
!
[ 150.000
' 160.000
|
Fop.on0
|
fmo.ooo

| 200.000

|

- Type A {' 25.000 . 75.000
Tupe B f‘ 10.000 ‘ 40.000
| |
Custngeindaan Kotan, P a8.000 | 00,000
Bamsu dan sejenitnya $25.000 I 75.000
:rv. Setasiund Pangkalan Pengangkutan’ }
- Truck | 30.000 r 100.000
- Te Ss0.000 100,000
- Angkutan Kola [ 30.000 70,000
-Tax: | L0000 } 90.000
: w. Tempel Dan |! !
b Tvpe A |15.000 | 35.000
| -f
? |
F-Tepe B | 10.000 © 25000
“Tx. Cank Lembaga Keaangan lainnya | .
- Type A ' 200.000 500.000
-Type B 1 100.000 400.000
vy, Perkantoran Jasa dan perdagungan ‘ '
Kualifikasi B 50.000 - 700.000
Kualifikasi M-] - 40.000 460,000
Kualifikasi M-2 f 30.000 J_S?O.OOG
20

|
|
|
|
|

150.000

300.000

200.000

i‘
|
|
|
J
|
|

|
" 175.000

(’ 150,000
150.000
100.000

20000

'J 50.000

|

: 35.000

[ 700.006
500.060

750.000
500.000
400.000

i unj( dannl;lrénjuai ATK —I
| i
| .
| Fasilitas mesins/d 2 !
| unit dan menjual ATK |
!l i

( Moda! usaha diatas Rp. |'

| Modal usaha Rp. ]Dr):j
, d Ry, 200 Juta .
| Modal Usaha s/d i
| Rp- 100 Juta i

‘Tenaga Kerja diatas 2 org

|.
r' Tenaga kerja s/d 2 org

|
i !
) |
! |

Menyediakan 2 Kursi |
pangkas keatas

Menggunakan s/d 2
t kursi pengkas

|
| |
|
| i

i
! Menggunakan Peralatan I
| hidrolik moderen

Menggunakan peralatan ¢
manual '

]

Ditetapkan berdasarkan I
luas ruang m*

Ditetapkan berdasarkan
luas ruang per m*

|
|
| )




FKualifsi K- T T TI300000 1220000 1250000 | T
- Koalifikasi K- : 20000 1180000 5200.000 | |
- Ruafifikast K-3 (10000 | 440000 | 450000 | |
- [isaha Jasad Pertnkoan dan [ 1.000 | 4.000 I S.000 |l |
Perdamangan lairnya ! ! ) [ |

| |

|

|

- Terarat penirbenan harang bekas ) 330 +.504 2,000 j
o= Tempat Penimbunan Hast] i L.000 .' 2,000 3.000 i
b Pertanian, Perkebinan, F’L‘rhl_lumanlj | J
: ! Daa hasil pertambargan darn | | f ! (
| ! gajenisinya | f f | [
-2 [y, Pabrik. Tegel dan Trasor Ubin dan! 50.000 | 200.000 | 250000 | |
i t\r e .|"\'1\'r- |I ' J !I |
| b, Pergolabing Bam- batn 125000 73000 ( 100000 | |
3. Pertakanzan Bk, Truck | 500 { 1.000 J 1.500 'Termasua scgala jenis /
! l Pengeectan mabil dan Jain | 'cn'mvd, | pertukangan seperti ]
! dihitung hcrr‘hls’*rk'm fuas 1'Ltan,_,| |[ J‘L‘leﬁt‘l”r besi, tukang |
ke per m* : | : {ka -1, dan tukang :
| ! Ir il jkalcng dan sepala jenis |
H 1 :
! | i pergecetan
' |
. I'eriukangan Kayu, Perabouy | SCh !f 1.500 '! 2,000 ||Dar}a[Juba dihitung [
! I Merhiler dan sejenisnva ': ! f |kenderaan bermotor !
P i ] [ ?Mirmya berdasarkan f
P I || ’ pemakaian Juas ruang erJ
4 Perpudangan | - _ [mZ :
‘ i o n I | .
i ;- Romera r 1.600 4.000 P 5.000 |Dihitung berdasarkan |
| l J rl’cm&kaian ruang per m® |
: | |' . ||
;- Tidan Komersial Lo | 1.000 |r 1.500 ] |
Pa |I ' . r ;
| Showroom Mahil j 1.000 r 1.000 :I 2.000 Termasuk jenis ['
, : | [ kenderaan bermotor ]
I ! ! / 1 Hainnya dihitung }
| ;
: } | [ Jlberdasarkan pemakian [
S : | ) luas ruang per m’
' Shawronm Untuk Sepeda Motor | g ( EP
| i J s00 } £.500 ] 2.000 iDilitung berdasarkan |
[ | [ |I ]pcmakaian ruany per m’
' Toko Sepeda dan Sejerisnya o J . ]
L | 250 130 | 1690 | Dinitung berdasarkan
' I - .I
o ) lr ] Jpemakaian ruang per m’ |

Pasal 24

(1] (H*rck Retribust latn Truyek sebagaimona dimakeud dalain Pasal 20 huraf ¢ adalab pernberian
win kepada orang pribadi aten Badan untuk menyediakan pelavanan angiutan pehumpany,
wmbm pada suatu atau beberapa travek tertentu;

(2% dalam Pasal 20 humuf ¢ adalah orang pﬂb'ldl atau badan yang memperoleh izin trayek dar
Pemerintah Daerah;

(1) Setiap Perusahaan Angkutan vang beroperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara hams
mempunyai [zin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dan Bupati Padang
T.awnas Utara:

L A ML e e L e+ m bl Lo s s e s e e



st Traveh dhberitan anres Janoes sekitn 5 (o) iahun doan dapat diperpamang kembali hila

memenu syarat vang diretapkan;
Oy Permolintine Perparjanigan iz iravek hams disjukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku 1zin
'm‘mkhir;
(4 Setiap Mebil 3as Urrumn, Perumpang Umum dan Kenderaan Beimotor Roda 3 (tiga) Umum
vang telah mempunval fon Travek wajih memiiiki karu Perigawasan;
(N Kartu Pen; pawasan pada ayat (3) pasal mi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) ahun,
I8) Retribe tzin Trayek kil dar fingkat penggunnan jasa pemberian izin trayek didasarkan ataq
tenis kendarnan, frekuenst, dan jangka waktu izin;
(9 Biava Pelavanan Izin Travek dipunput sebagai berikut
a. Mobil Pcuunpang:
- Mnobil Penumpang Umum Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiab ) setiap kenderaan/s
talinn, :
- Mobil Bus Umum Rp, 100.000.- { Seratus ribu rupiah) setiap kenderaan]5 tahun,
h. ¥enderaan Bennotor Roda 2 (tiga):
- T3eca Penumpang Umum Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah ) setiap kenderaan/$ tafun.
- Beca harang Bermator Ry, 1.000,- {Sepelub mbu rupiah)/s tahun.

Tasal 25

(1) Wajih Retibusi Perizinan Tertentu adalab orang prihadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribust di wajpibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retnibust Perizinan tertenty,

{2y Wilavah Pemungmtan Retribusi Penizinan Tertentu adalah Kabupaten Padang Lawas Utara

Baginn Keenpal
Tata Cara Penghituugnn Retribusi
Pasal 26

013 Resarnva Retribusi vang terntang dihitung berdesarkan perkalian antara tingkat penggunaanjasa
dengan tarifT Retribusi;

(21 Vlingka! penggunaan fasa sehagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah jumiak pengpunaan jasa
vane  dhadikan dasar alokast bechan blayva vang  dipilew]  Pemerintah Daerah  untuk
Denvelengearaan taza vang hersangkutan,

{33 Apahila singkat pengginaan jasa sebagaimana Zimaksud path ayat {1} sulk divkur maka tingkat
penggunaan jasa Japat ditaksiv berdasarkan rumus vang dibuat oleh Pemerintah Daerah;

{4} Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams mencerminkan beban yang dipikul oleh
Pemerintab Daerah dalam menyelenggarakan 1asa tersebut;

(5Y Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiab atau persentase tertentu

vang ditelapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;

i) Tani Retribusi scbagaimana dirmaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi
menurit polongan sesual dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

:

Bagian Kelima
Prinsip dan Sarana Penctapan Tarif Rtribusi
[asal 27

(1} Prisip dan sacaran dalam penctapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penycdiaan jasa yang bersangkutan, kemarnpuan masyarakat, aspek
keudilan, dap clektifitas pepgundalian atas peluyanan tersebut;

{7y Bizva sehacaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biava
bunga, dan biaya modal;

F3y Dalam bal penetapan tanl sepenuhnya memperhatikan biava penvediaan jasa, menctap tarif
hanva untuk nenutup sehagian biava.

T
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Pasal 28

Primsipcan wgsarn dakios ne wiapan bes: amya vif Retriboed Jasa Teqhg didasarkan p:i’h
muan aniuk mernperolel kevntungan yang Lx\ aks

Reuntingan vang lavak <chagaimana suda ayat ¢ 1) adalah keuntungan yang diperolch apabila

pelavanan jasa usana terschit dilzkukan secara elisien dan berorientasi pada harga pasar,

Pasal 2%

Prinsip dan sasaran dalam penctapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tojuan
untik maautup sehagian aten seluruh biava  penyelenggaraan  pemberian izin  yang
bersanghutan;

Bitva penvelengparaan pemberian izin sebugaimapa dimaksud pada avat (1) meliputi
penerbitan dokumen 1zin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan
bizva dampak nepatif dan pembesian izin tersebut.

Pasal 30

tarif Rewmibusi ditinjau kembalt paling lama 3 (tiga) tabun sekali;
Peninjavan taril retribusi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatkan indexs harga dan perkembangan perekonomian.

BAB I
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Permungutan
Pasal 31

Retribusl tidak dapat desagonghan:

Retribusi dipungit dengan menggunakan SKRD atau dokumwen fain yang dipersamakan;
Dokwmen fain vy dipersamakan sebogaimana dimaksud path avat (2) dapat berups karcis,
kupen dan kartu tangganan;

Dalam Lol wapbh relnibust tertentu udak membayar tepat pada wakwunya atau kurang
membavar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sehesar 2%% (dua persen) setiap bulan
dan retribusi vang terutang vang tdak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRIN

Penacthan retribusi terutang schagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului deagan surat
e,

ara cura puafaKsdiman perpungittan retribusi di wiapkan dengun peraturan Bupati.

Pasal 32

Apabila herdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru danlatau data yang semula
belum terungkap wang menyebabkan penambahan jumlah retnibusi vang terhutang, maka
dikelvarkan STRD;

Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dinaksud pada Pasal 31 ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada
avat (3}, diatur lehih lanjut ofeh Bupati,

Pasal 33

SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran

retribsi;
Tata cara pembavaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retnibusi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Rupnti.

1~
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Bagian Kedua

Trasaj 24

Pemantaatan dan pencrimaan masing-masing jenis retribusi divtamakan untuk mendanai
keglatan yane berkanan langsune dengan penyclengraraan pelayanan vang bersangkutan:
Netenluan meagenal alokast pernanfantan penerimaan retribusi sebagaimuna dimaksud pada
2ot (B iitetnnkan denean Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasl 35

Wajih retribosi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat vang di
dituniak aras SKRD atau dokumen fain yang dipersamakan:
Keperatun dizjukan secara tertulus dalam bahasa Indonesia dengan disertal alasan-alasan vang

Julas;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan scjak tanggal. 3(tiga)
bulan sejzk diterbitkan, kecualr pka wajib retnbusy tertentu dapat menunjukkaen bahwa jangka
wuktu ite tidak dapat dipenuhi kacena keadaan diluar kekuasaannya;

Kreadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada avat (3} adalah suatu keadaan yang
legadi diluar pehendak atau kekuasaan wajib selribusi. .
Pengajian keheratan tdak menenda kewajiban membayar retribust dan pelaksanaan penagihan
rokcibus,

Pasnl 36

Bupatl dalam jangka wakn paling lama 6 (enam) hulan scjak tanggal surat keberatan diterima
harus memberi kepsarsan atas keberatan yang digjukan dengan menerbitkan surat keputusan
keberatiur,

Kerentinn sehapaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum
Nayei weih retribosl, hahwa keheratan veng disjukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau scbagian, menolak,
atgu menambah besamnya retribusi yang terutang;

Apabila jangka wakm schagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu kepntusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

Pengajuan Keberatan
Tasal 37

Tika pengajuen keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi
dikembiikan dengan ditambah imbalan bunga sehesar 2% {dua persen) bulan untuk paling
farma 12 (dua belan) hulan, '

lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yairy sejak bulan pelunasan sampat
dengarn diterhitkannva SKRDLE.

BARIV
PENGEMITALIAN KELEBIHAN PEMBAVARAN
Paaal 38

Atas kelebihan pembayaran  retribusi,wajib retribusi  dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati; :

Bupati dalam jangke wulktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelehihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, hams
membenikan keputusan: o
Apabiia jangka wakt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
membecrikan suam keputusan, permohonan pengerubalian pembayaran retribusi dianggap
ditabulkan dan setclah SKPDLD atau SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling

fama 1 {satu) hulan;



(9 Apabila wajih rewibust yang mempunyus ut;mg retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi schagatmana dimaksud pada avat (1) langsung diperhitungkan untuk mehunas
terlebah ‘.:hn]u ulang pajak atay utang retribusi;

(3} Pengembalian kelebiban pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dalar j angka waktu paling lama 2 {dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;

16} Nxa pengembalian kelehihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati membenkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembavipan kelehihan pembayaran retribusi;

171 Taw cara pzngembalian kelekiban pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (11
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

i1} Permohonan pengemtbalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada
Buratt denean sekurane-kuranpnva menyebutkan :

2. nama dan alamat Wailb Retnbush
b, rmasa retriboai;

¢. besarnva kelebihan pembayaran;
oL alasan vang singkat danjefas,

2% Permalonan nenzemhbalisn kelehihan pembavaran retribusi disampaikan secara langsung oleh
cang hersanekuian acu melalul pos wedekac

$3y Pk porerimzan olel “*-ant Pemerintal Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat

metirpakan Mkl saat permoehonan oleh Bupati;

vid Pengenthabion kalehihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perimtah Membayar
weleihan Retribusi:

i2) Apabila kelebihan pembayaran Retribust diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya,
sebapainiana dimaksud dalam Pasal 38 avat (4} pembavaran dilakukan dengan cara
pepyndahbukuan juga herlako sebagat bukti pembavaran.

Pengurangan, Keringanan,dan Penrbebasan Retribusi
Pasal 41

P Bupati dapar memberikan penguramgan, keringaaan, dan pembebasan retnibusi;

i2} Pengurangan, keringanan, dan pembebasan tetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan meinperhatikan kemampuan wajib retribusi;

3 Tata cara pengurangan, <eringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BADV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 42

-

017 Hak vrruk melakokan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melamnpui waktu 23
{tiga} tahun techitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

12y Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dlmaksud pada avat (1) tertangguhjika:

a. Diterhitkan surat teguran; atau
. Ada pengakuan urang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(%) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut a,
kedaluwarsy penagthan dihitung sgyak tangeal diterimanya surat teguran tersebut;

(43 Pengakuan utang retribusi secara langsung sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
wajibh retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinva kepada Pemerintah Daerah;

(57 Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimama dimaksud pada ayat (2) huruf' b
dapat dJdiketahwi dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembavardn dan
permoehenan keberatan oleh wajib retnbusi.

[
LA

TR P



(1)

(2)

()

(23

rl

Pasal 43

Piutang retribust yang tidak mungkin ditagih fagi karena hak untuk melakukan penagihar
sudah kedaluvearsa dapat dihapuskan; ' .
Bupati menetapkan  keputusan penghapusan piutang retribusi  kabuparen yang sudah
kedaluiwarsa sebaganmana dimaksud path ayat (1}; -

';;a[a cara penghapusan mutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Supati.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN FEMERIKSAAN
Pasal 44

Wajih Retribusi yang metakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta mpiah) pertahun wajib menyelenggamkan pembukuan atau pencatatan,

Kriteria wajib retribusi dan penmentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau
pencatatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan unruk menguji kepatuhan pemenuban kewajiban

retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Mempertihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya
dan dokumen lain vang berhubungan dengan objek retribust yang terutang;

Memberikan kesempatan untuk memasuki (empat atau ruangan yang dianggap perhu dan
memberikan hartoan cuana kelancaran pemenxsaan; dansatau

i

¢ Memherikan Keterangan vang diperlukan,

Ketenuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 46

Instansi yang melaksanakan pengendalian, pergawasan, dan pemungutan Retribusi dapat dibert
insent: fatas dasar pencapaian kinerja tertentu;

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (jima perseratus) dan
target Retribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Tim Pengendali, Pengawasan, dan Pemungutan Retribusi akan diatur Iebih lanjut dengan

Keputusan Bupati;
Tata cara perberian dan permanfaatan insentif scbagaimana dimalcsud pada ayat (1) akan

diatar tebih lanjut dengan Keputusan Bupati..

BAB YIHI .
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasald?

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah mi, dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
vang dihuniuk.
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BARIX '
KETENTUAN KBEUSUS
Pagul 48

Sctiap pejabat dilarang membernitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketabui atau

diberitahuakan kepadanya oleS wajih retribusi dalam rangka jabatan atuu pekerjaannva untuk

menijalankan ketentuan peraturan perundangundangan retribusi daerah; -

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk

nleh Bupatl untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

retrihust dacerh; :

Dikecualikan dan ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejakat dan tenagza ahli vang berundak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pergedilan:

I Pejabat danlatau tenagd ahli yaitu yang ditetapkan oleh Bupati untuk mermberikan
keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemeritiall yang berwenang
melakukan pemeniksaan dalam hidang keuangan daerah,

Untuk kepentingan daerah, Bupatl berwenanyg memberi izin tertulis kepada pejabat
schapaimani dimaksud pada ayat (1) dap tenaga ahti sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti rertulis dan atau tentang walib retribusi
kepadn pihak yang ditunjuk; -

[tk hepentingan pemeriksaan dipeneadilan dalam perkara pidana atan perdata, atas
serrmintaan hakim sesual dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat
menbert in tertalis kemada pejahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga abli
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis
dan Foternnaan woiih retnbusi vang ada padanyva;

Perminiuan hakim sebaaimana dimaksud pada ayat £3) hans menyebutkan nama tersangka
alau noma tergueal. keterangan vang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata

cang bersanyvkutan deagan keterengan vang diminta.
BABX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

Waijib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajibannyz sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam piduna kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jurnlal retribust lerutang vang tidak atau kurang bayar.

(11

(3]
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Denda schagaimana @

Pasal 30

Pejabat atau tenaga abili yang ditunjuk oleh Bupat) yang karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal scbagaimana dimaksud dalam pasat 48 ayat (1) dan ayat (2}
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
Ryp.4.000.000,- (Empat juta rapiah);

Pejabatl atau tenaga ahil yang ditunjuk oleh Bupati vang dengan sengaja tidak memenuhi
kc‘\x-‘ajibmm)fa atau sescorang yany wmenyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
pating lama 2 {dua) tabun dan pidana denda paling bayak Rp. 1 0.000.000 ~(Sepulubjutarupiah);
Penuntutan terhadap pindak pidana sebaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} ditakukan
atas peigiaduan erang vang kerahasiaannya dilanggar;

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1} dan ayat (2) sesual dengan sifuinya
adalab menvanpgkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak atau wajib
retribusi, Yarena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasnl 51

imaksud dalam pasal 49, dan pasal 30 ayat (1) dan avat (2) merupakan

penerimaan nogard.



BAD Xj
PENYIDIKAN

Pasal 52

Perabal Pegaw‘ai Ncg‘er‘-i Sipil tententy di lingkungan Pemerintah Daerah diber wewenang
k‘husus scbaga{ Penyidik untuk melakukan penyidikan findak pidana di bidang Retribusi
Uracral, sebagatmana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

linglungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat vang berwenang sesuai dengan

ketentian Peraturan Perundang-undangan;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari. mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidara dibidang Remibusi Daerah ager keterangan atauy laporan tersebut menjadi
lehity lergkap danjelas; )

~odencling mimcan. dan merivumpilkan keterangin mengenai orang pribadi atau badan
lenteng kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungar dengan  tindak pidana Retribusi
[hic-ah,

¢. Meminty keterangan dan bahan bukty dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan
vzl pdana dibidang Retnibusi Dagrah:

d Memeriken buko, eaatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retnbusi Dacrah;

¢ Melakukan pengaeludahan uniek mendapatkan bahan bukd, peinbukuan, pencatatan,  dan
dotinen lain, sortn meifakokan penyitaan terhadap bahan  bukti tersebut;

toMemint bantuan tenaga zhit dalam cangka petaksanasn tugas penyidik tindak pidana
dibrdang Retribis Dacrah;

S Memyuril berhenti danfatau melarang sescorang meninggalkan ruangan  atau tempat pada
saat pemcrissaan sedang berlangsung Jdan memeriksa identitas crang, benda, danlatau
dokumen vang dibawa:

Mematret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
Memangzgd! seong veruk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

pu}

i

g

sAk s,

1. Menghenukan penvidikan;

k. Mrelakukan rindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tinda pidana di hidang
Retribust Daerah sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana diniaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikarn hasil penyidikannya kepada Penuntut Unium melalui penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesual dengan ketenluan yang distur dalam Undang-undang
Hukum Acara Pidana, '

BAR Xif
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 53

Pada saal Pemruran Daerak mi berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan
Dacrah mengenai jenis Retribui sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 avat (1), sepanjang tidak
diatur dalism Peraturan Dacrah vang bersangkutzn masili dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XII1
KETENTUAN PENUTLUP
Tasal 34

I*ada saat Peraturan Daerah mi berlaku:

Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Selwtan tentany Retribusi Daerah yang di beclakulean
schagai dasar huknm permungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan ‘
Peraturan Daerah lainnya vang bertentangan dengan peraturan mi dinyatakan tidak berlaku Se_lﬁkl
meriakunya Peraturan Daerar mi berdasarkan Undang-undang Nomeor 28 Tabun 2009 tentang Pajak

Nacrah dan Retribusi Daerah.

28



Pasal 55

Hai-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah [N, SCPanjang mengenai pclaksanaannya'
akan datue [ehh lanjut oleh Bupa,

Pasal 56
Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan tarif Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pupati : '

Pasal 57

Peraturan Daceah mi mudai herlaky sciak tanggal di undangkan,

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan pengundangan Undang-undang mi dengan
acnempatannva dalam Lembaran Daccal Kabupaten Padane Lawas Ultara,
| E . =

Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal: 30 Agustua 2014

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
dto

BACHRUM HARAHAD

Diundangkan i : Gonungtua
Pada Tanggol 1 30 Apgustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dtn
T PANUSUNAN SIREGAR

PEMBIA UTAMA MADYA
NP 1953008131984031002

LEMBARAN DAERAH KABLUPATEN PADANG LAWAS UTARATAHUN 2010 NOMOR :10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERATI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I, UMUM

Dalam rapgka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai hak dan
kewafiban mengurus sendin urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penvelengearain pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Uk menvelenggarakan pemerintaban tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada
masvurakal,  Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang
mepemnathan rornbiusd sehzoal salah satn perwujudan kenegarnan, ditegaskan bahwa penempatan
Bohan kepada sakval. seperti pal ak, retebust dan pungutan [uin yang bersifal memaksa diatur
s Peraniran Daerah. Dengan Jersikiun, permungutan Retribost Dacrah harus didasarkan puda
Porarran Daeroh,

selama mi pungwtan Daerah Kabupater Padang Lawas Ctara vang berupa retribust didasarkan atas
Peraturan [acrah Kabupaten Tapanuli Sclatan, mengiogat Kabupaten Padang Lawas Utara
mergpakan Daerah pemekaran dan Kabupaten Tapanuli Selatan yang diberl kewenagan
menggunakan Peraturan Dacrah Kebupaien Tapanuli Selatan sampai dengan saat dimilikinya
Peraturan Daerab sendin, '

lagil pencrimaen Retribist diakut belern memadat dan memiltki perapan yang relatif kecil terhadap
Angnaran Pendapatan dan Belania Dacrah (APBI). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai
dana ajokasi dan pusat, Dalam banvak hal dana alokasi dad pusat tidak sepenubnya dapat
diharapkan  icautapi selurub  kebutuban pengeluarab Dacrah. Oleh karena itu, dukungan
masvarakat niclalni Retnibusi Daerah masih hams terus digalakkan, dengan tetap menjaga
kestatilan (xiim mvestast dan menghindani adanya tumpang tindib denpan pungutan pusat, serta
tidale menimangi arux barang dan i asa antar daerah.

Dengan dibenlakukarnmya Peraturan Daerah mi, Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan wkan
semukin mampu  mexnbiayai  kebuluhan pengeluarannya dalam  melaksanakan  keglatun
pembangunan daerah, disisi lain akan dapat membenikan kepastian bagi niasyarakat dan dunia
usitha vang sclanjutnva diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewaj ibannva,

[f. PASAL DM PASAL
Pasal )
Cukup lvlas
Pasal 2
Cukup Jcias
Tasat 3
Caulkup lelas
IPagat 4
Cukup lzlas
Pasal 5

Cubup felas

L)
Loy



Pasal o
Avat (]}
Cukup Telas

Aval (23

Vs Vb aud do - . T
Yang dimaksud dmgan_ tempat umuin faanya” adalah tempat vang dapat digunakan olch
masyirakat timum Jan dikelola aleh Penienintab Daerah,

Avat (3)

Cuboup delas
Avar (4

Cukup Ieias
Posal ©

Cukup Jelas
Pasal R

N STAE M

Pasal 9

Avat 1]

Yang -Hmuksnd dengan “peta” adalab peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerab, seperti peta
Jasar (garisy, peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

AvatiZ)

Cukup Jelas
Avui (3)

Cokup Jelas
Aval (4)

Cukup lelas
Pasal 11

Cukaup ielas
Pasal 12

Cukup jelas
Pazal 13

Cukep Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 13

Axat (1Y

Pemakaian kekavaan Daersh. antara lain, penyewaan tanab dan bangunamn,
arngan, dan kendaraan bermalor.

Avat 2%

Penggunaan fanah yang tidak mengubah fung
lisisik /clopon atau penanaman / pembentangan

3l

si dan tanah, antara lain, pecmaneangan tiang

Iaboratoriuxn,

kabel listrik / telepon di tepi jalan umurn.



Axat(3)

Cukup Jelas
Aval (43

Cukup letas
Pasal Ta

Cubop Telas
vasal 17

Cubup felag
Pasal 18

Cubnp Telas
Pasot 19

Caknp Telaa
Paeal 20

Caukup Telas
Pusal 2

Cuakun Jelas

P
asu

o0
Cukup Jelas
Pasal 23

Ayar (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian
sulit ditentukan, tanif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dan pilai
investasi usaha di tuar tanah dan Sapgunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, vang
nilainya dikaitkan depgan frekuensi pengawasan dan pengendalian ugaha / kegiatan tersebut.

Avat (2}

Cukup Jelas

Avat (3)

Cukup Jelas

Aval (4]

Cukunp J2las

Aval (5}

Cukup Jelas

Avat (5

Cukup Jelas

Avat (1)

Cukup Jeias

Ayat (8)

Cukup Jo'as

Pasal 24

Cukup Jelas

.
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Pazal 25

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pazal2?

Cukup Jelas
Pasal 28

Culun felas
Pasai 29

Cukup delas
Tasal 30

Ayal i)

Cukup Jelas

Awiad 2y

Datam hal besamya tarif retri

disesnaixan karena blaya penyed

taeif retribust,
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jeias
Pasal 35

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Pasai 28

Cukup leiag
[*asal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasai 41

Cukup Jcias

Jags untus mengendalikan permintaan layanan

liaan layanan cukup be
tersebue, Kep
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busi vang lelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu
sar danlatau besamya tanif tidak efektif
ala Dacrah dapat menyesuaikan
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Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup ‘elas
Pasal 14

Cukup felas
Pasal 45

Culun delag
Pasal 46
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Yang  dimaksud - dengan
dinashadanllembaga yang il

Avat {2}
Curup Jelas
Avat (3]
Cukop Jelas
Avat (4]
Cukup telas
Pasal 47
Cukup J2ias
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup lelas
Pasal 30

Avat {1}

Pengenazn pidana Kurungan dan pidana dend
dkan untuk menjamin
dak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar
dan keterangun kepada pejabt mengenal perpaj

Kepala Daerah dimaksu

Avat (2}
Culeup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jcias
Avat (41
Cakup Jelas
Trasal 51
Cukup Iclas
Pasal 52

Cukun Telas

pemungulan”
utan Retribusi.

melaksanakan

vas pokok dan ftingsinva melaksanakan pemung

adalah

a kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh
bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah
Wajib Pajak dalam meinberikan data
akan daerah tidak ragu-ragu.



P20 Rewemtan Pagten Teplasl i iy j 3000 "
e e e e e - |

AL Lol

————
I

10.060

—_— .
2 flecting= 2 Jabiwan, Tiap Jabran J

1000{

(
1Ps [ 15,000

Y B
K P Heetng 1-3 Tahitan ! i
AT o T TR '! T s00.000 |
L f S S S S
2 R dahive, Periahian r 1 The ! 170000,
(33 Oksigen Pertabune . ips | Taom.
. | i

Cal - Makan 7 CGhizi Perjam Makan

Dinndangkan di s Gunungtua
Pada Tangyal D30 Agustes 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dtn

H. PANUSUNAN SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NP 9S3008 131984031002

' ' ' [ 7.000 '

Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 30 Agustua 2010

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
dto

BACHRUM HARAHAP

b Ll e B a4 e s e



¢ 5. Fungst Kandung Keneing

| 'r 15.000 | 10.000 25.000
___.._{! f. _-'\1“.(1%1_0&1.’! Lokat Keeil T30 000 DI 5000
| 7. Anasicsia Lokal Sesar 30.000 20.000 50.000 |

i_i?" CPELAYANAN PERSALINAN ; J
T Tar vinma pen vt ol o 250, o.rm:; 30000 | 1200000 |
' eng o B th:-;f;_?z'nirﬁ—_' 5600025000 | 150.f;u..uf;l
permvilit perakdominam 200.000 300,000 100.000
T 130.000 306000 T 550,060
i e T i T 2500000 | 250,000 400,000

[T
1

V1 PELAYANAN FISIOTHERAPY

i Sedorkann

13.000

30.000 ¢

5.000 |

10.000

201000

40.004 |

| i <. Sedang

VI  PELAYANAN LABORATORIUM

o . 1, Ur-}nc'.'_:i'in_::a Sederhana 10.000 30,000 10.000
T 2 Hemalegi Sederhanez dan Kimia Daah 5.000 5,000 5.000°

i 3.Gulallarah

15.000

35.000

15.000

i__.. _‘:__

VI"]_I'F'F.L,-W,;\NAN RADIOGNOSTIK
l 1

|

e ECL

30,0604

4000

65.000 |

TUEUsO

1606.000

10.000

10‘0007

§5.000

30060 l}

30,000

50.0004?»

80.000

120.000 !

TR Fhew § Film
T 4 Thoto 2 Film _

IN T PELAYANAN MEDIS OPERAST

1. RNech

1.000.000 i

!

1.500.000 |

3.000.000

[ C 1 Sedary

(500,000 |

2.500.000 |

2.SO0,000_|‘

| 3. Besar

2.500.000 ‘

3.300.00

4.500.000 |

——

"X | FARMASI/ OBAT-OBATAN 1. Harga Obat + PPh

[

! [ FARMANI 7 UBAT-OBATAN 1. Haiga Obart ¢ PPh
' + 10% Jusa Pelavanan

P E Tasa Apoteker Setiap Resep .




~ TPELAVANAN AMBULANCE ' T | 1 B
o _I_:_ LuarKota (> 10 Kmy | Tiap Kilometer Rp. 5.000 |
T maeh T T 30 darl Bioya 1

Coatatan ;

{18 Drsetoran Ke Pemda Untuk PAT

2o lasn Pelus anan (T Dangsang diboy arkan Setiap dulannys Kepada Yhs
30 Masa Konsulan dibavarknn setiap bulannva kepada Yhs,

Jasn Narens

Pisahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal: 30 Agustua 2010

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
dto

BACHRUM HARAHAYP

Diundangikan di : Gunungtus
Pada Tangpal : 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERATI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dte

H. FPANUSUNAN SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADY A
NIP19SR200812319%3031002

40

[T PR AT R NIRRT P PP L R RRRE



N0 CJENISTINDAKAN | VOLUME | JUMLAH
i TSuction Sekpest Oral 1 35.000 |
N CRareis mawat Jakan ——_—_HT—_ - 3.000 |
3 Kardis Hava o ;;{_—'_ T T T T | 8000
e S
3 Taer vemsiltasi D Limum I The l 10.000
.o — - — e —  — |
i S T']'-wl T\f‘"l%flll?‘;l Dr. Snesialis , | 15.000 1
TSR T R T T 15.000
[O— — ——
7 MVisum Hidop Dalam Jam Kerja | | 30.00UJ
T8 TTWVisum Hidhip Diluar Jam Keja | [ 35.000
IS \-‘|51;:11MatsDalam,Tarn.r\e:ja o _lf_ o T 175.000
ST ITis}Tni Mo Diluar fam Keria 1 ! 206,000 |
R N o — |
Pl , Kamar & Ruangan ( 35000 ;
I RN s e e A 7560
i TTAGs Dekier Spesiabs "meﬁﬁﬁﬁ !
T T Lmbeamee T)"i]";l?—\td o _“F_r—“-__ o | 50.000 l
B _'i Ambnlance k P dl_ﬁ'*qid*nipmﬁ J | ) _—‘;’E(_)_Ob_'ﬂ
76~ 1 Ambulance ke Raniau Prapat l] i 1.000.000 |
{7 7 T Ambulance ke Medan ' IPs T 2.000.000
T _“A_H\_"u.m; crsonal InJc}_\;_ T ' 1 He : T7.000
L __ i | ]
S P Rumirah _ambut ng ! I Hr ] 2500
SN T mandiin Bas T s T 60,000 ]
ST Nemasang 1nfhs T [ | 15000 |
I
. ; 15.000 ]
M T13.000
20 T [Perawntan Luwa —+= 1 Ps | 15.000
L_ e 4 | |
775 | DasangNGT | [ Hr | 6,000
— _1 —
|26 Perawatan [uka 1. I Ps { 5000
e H
41

Lampiran JT1

Peraturan Dacrah Kabupaten Padang Lawas
Ulara Momor 42 Tabur 2050 Tentang

Retribusi Daerah

JASA SETTAP TENDAKAN PARAMEDIA RSUD GUNUNGTUA




LampiranJ

Pernturan Baerah Kabupaten Padang Lawas
Ltara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang
Retrihusi Daerah

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA IMNAS KESEILIATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARAPEMBANTU

"".\'n“ : ST T U RATAN T T T T UUTARIF T KETERANGAN )
R 5000 ; .
.

—

|
L
_f?{_‘il,_['"j?_}_(]_"l" ) N B .
Re. 5000 | ” T

!
; . : I
. e TR : . - - Rp. 7.000 l_
.__ r."tnm TRl - __ll T Rp, 1000 | - I|
5_'_—_i—P“fﬁ_§Ang Wi _JI TRy 000 | . |i
“Romakams Oksigen T 1 7 Rp3l _l ]
T Spubing F Lkast -_T T T Rp 1000 ] J
;_I'I I___'—W REAINAN -~ 7 T —'—_|| T ]I
iﬂ—_m T Bumil T —T Rp. 2.000 | __.___—<|
E"_‘"‘W:?Txr-?mﬁﬁr'_ - L Rp. 20,000 | |
—— “Perilinan Abnormal T T Rp 30000 a
! | Pevealinan diluar Pusk Pada Jam Kega T Rp Z0.000 | "
T [Curctage i Rp. 30000 I 1
b '_':_Wm.ay - T T Rp.23.000 [ ‘
o T O SO
' I{B(KFLUARG ERENCANA)
:__Q‘m,trk | Rp. 500 ‘l'— l
R - Rp.500 _ '
- —Iﬂuf‘ﬁ_ T ‘J;__'—_ Rp. 5000 | ._
;_ —hREoe T T T T T - Rp.SOOOﬁ'{_ _]

— | | ,j
3T TP ‘(‘('Uw\T\TFTI‘_\TXl—\"T‘\”_C“_G ] T
: | . . . E -

- =TT [ 5.0
RN . . | .
TR ARdemen Rp.25.000 | I
JT TR RS —F_ﬁ_ﬁﬁﬁ J B
:’“__']—T[\cri\._r;{ f—kﬂ"m L\Eil__._h'_ - i i Rp 10 000 |

¢ TLIRORATORIM T~ T | .
- — n“_r{\]]ng‘—._—-_ﬁ ' Rp 1.00¢ | [

. [ ]
— T | i&\_l ]_) ) ’_i_‘- Rp S Ogg_'_
T Sphem Tt T T T . Kp 1.0D

|
|
- IT e —_— J—‘_‘—"_'_%_Tm‘g‘_
[=tite o o
i — T mw 4

Lenlonan |
t 5.00
[rma, Utn,L_C gkap l Rp. 3000

e i cn ey e et A I e et
DI WS PRTEI T VN e



) P! TAVAVAN T’UI TGTCT | T
R G o N T Rp. 3.000 . |
B ._L_.II\"I .C-' T [ Rp. 3.400 [ 4]
CGigh Permanen T I Rp. 5000, —
..... R ) I : '
TTurhal (:l"l Araioun 4un [ fp. 5000 —
Cambal Chpl Giel T e/ o ) 'Rp NG T
: Scaling - ; Rp. 10500
VT T PEMAKATAN MOBIL AMBULANCE X |J i
- .Trm‘ ey {{'!hl Ipaitan Jten Loar Reda ____“__‘__-._ Rp. 10000 )
B - kot T T T o “Rp. 30.000 | T -
VUT CTAIN-LAfN S T T T T T T T - T
B U oo B T8 11— i
""""" T Viam Jemazah T __ﬂiﬂ—m 4
i TChnw Keterangan Vokter T T T Rp. 27000 | - _ J
. i_" e e |
IR '|_r‘1\ AWATANCMUNDANPOS PAR TUR T T ]
T T TRameT T T T T —__”'___%_—’ Kp. 15000,
T T UK ama Tersending T T T Rp. 25000 i _J
B - ;
! “N\isite Dokier | Rp. 5.000 | !
Disahkan di : Gunungtua
Pada Tanggal: 30 Agustua 2010
BUPATI PADANG LAWAS UTARA
deo
BACHRUM HARAHAP
Diundangkan th : Gunungtu
Tuda Tangga! 30 Agustus 2000
SENRETARIS DAERATL
KARUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dto
L PANDUSUNAN SIREGAR
PEABIA UTAMAMADYA
NP, 1953008131984031002

tal o P S S



